{EMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1l SUKOHARJO
NOMOR : 3 TAHUN 1991 SERI B No. 2

//—/"
PERATURAN DARAH

UPATEN DAERAH TINGKAT 11 SUKOHARJO

KAB
NOMOR : 32 TAHUN 1990

TENTANG

AK, PEMERIKSA-

PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN TERN
PEMOTONGAN

AN DAGING DAN PEMAKAIAN RUMAH
HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

$ B bghwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo tanggal 14 Sep-
temper. 1955 diundangkan dalam Lembaran
Eropmm Daerah Tingkat I Jawa Tengah
ca?vggalam Nopember 1956 (Tambahan Seri
kalio.te E%)akhiang telah diubah beberapa
e T r denggm Peraturan Daerah
5 paten Daerah Tingkat II Sukoharjo
omr o Tahun 1984 tentang perubahan

Menimbang
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keempat kali Peraturan Daerah g
Sukoharjo tentang  Pemeriksaan
bantaian Ternak, Pemeriksaan daging
Pemakaian Rumah  Pembantaian Teprngp |
dangkan dalam Lembaran Daerah Kok,
ITHD‘I‘Ilh Tingkat Il Sukohar jo Nomor 20) Sep;
B sudah tidak sesuai lagi dengan perk&ml
bangan perekonomian dewasa ini rﬁ-ehj‘ng:f
perlu ditinjau kembali dan diganti dengf},"
Peraturan Daerah baru; d

abupg ten
flﬁln

95! Lo

(]

b. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan
Daerah tersebut diatas perlu dicabhut
dan diganti dengan menetapkan Peraturap
Daerah Baru.

pa—

Mengingat . Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-

tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tep_
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa-
ten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Te-
ngah; R

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957
tentang Peraturan- Unum Retribusi Daerah;

4. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 ten- |
tang Hukum Acara Pidana; |

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum acara Pidana; \

+ Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Pertanian Republik Indone- i
sia Nuacr 18 Tahun 1979 tentang Pencegah E

Nomor 05/Tns/t/3/1979 1
an dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/ ‘

Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Ker
hau Betina Bibit;

B ) %46
——— 52 1 -, .
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Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kKat 11 Sukoharjo Nomor & Tahun 1996
tentang  Pengusulan, pengangkatan dan
Pemberhent ian Pegawai Negeri Sipil
sebagai  Penyidik pada Pemerintah Ka-
bupaten Daerah Tingkat [T Sukohar jo.

pengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-—
paten Daerah Tingkat IT Sukoharjo.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II SUKOHARJO TENTANG PEMERIKSAAN

DAN  PEMOTONGAN  TERNAK, PEMERIKSAAN
DAGING DAN PEMAKATAN RUMAH PEMOTONGAN

HEWAN
" BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini ya.ng dimaksud dengan :

a. - Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dae-
rah Tingkat IT Sukoharjoj

b. Bupati"Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat I1 Sukoharjo;

c. Inspektorat

Wilayah adalah Inspektorat Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

a. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo;

€. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat II Sukohar jo;
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£. Ternak gdalah kuda, lembu, kerbau, kambing, o,
dan babi;

Daging adalah semua bagian dari ternak yang ¢ elap
dipotong kecuali kulit, tanduk, kuku dan tulang;

h. Menjual daging adalah melgkukan, menger jakan, e,
jual, menawarkan, memberikan, menukarkan, Membagi
atau menyimpan daging untuk dijual;

i. Tempat penjualan daging adalah tempat, tanah (per-
sil) dimana daging dijual;

Jd ’i‘empat pemotongan umum adalah tanah atau bangungp
yang disediakan dan diurus oleh Pemerintah Daergp
dimana ternak dipotong;

K. Tempat pemotongan partikelir adalah tanah atau banguy
an yang tidak dikuasai Pemerintah Daerah yang diper-
gunakan sebagai tempat pemotongan Hewan;

1. Jagal adalah orang yang melakukan pemotongan ternak
atau penjual daging sebagai usahanya;

m. Juru Periksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang di-
tugaskan untuk memeriksa ternak yang akan dipotong,
daging dan Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan.

BAB II
PEMERIKSAAN PEMOTONGAN TERNAK, PEMERIKSAAN
DAGING DAN PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

(1) Setiap_‘gernak yang akan dipotong dan daging yang
akan dijual wajib diperiksa oleh Juru Periksa.

Scanned with CamScanner
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(2) pemeriksaan tersebut ayat (1) Pasg]
ditempat Pemotongan Umum o 14, aniﬁ
yang dirujuk oleh Dinag dtempat -
cajp pada daging dan
rilksaan dan sah,

i di lakukan
e tempat  lair
Peternakan dengan mernbiubky |
atau ternak sebagai bukti peme-

(3) Pemeriksaan tersebut

' ayat (1) Pasal ini dipungut
biaya. aist . dipungut

(4) Ijin Pemotongan Ternak bagi lembu atau kerbau be-
tina harus. disertai dengan Surat Keterangan af
keuring dari Dinas Peternakan.

Pasal 3

Daging ternak yang telah dipotong dan daging yang akan

atau dibawa keluar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Sukoharjo wajib disimpan dalam penyimpanan daging umum

selama waktu yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4
Ditempat—tanpat Rumah Pemotongan Hewan dapat disediakan
kandang-kandang penampungan ternak.
BAB III
IJIN DAN BIAYA

Pasal 5

(1).Bagi setiap orarng/Badan usaha yang akan mendirikan
Pemotongan Ternak harus mengajukan Permohonan Ijin
kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Bagi pemohon harus memenuhi syarat-syarat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
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o 391, tersebuat
JE— _m-rml.lon'"'n l.JJrJ . nat  gyuag
at-syarat POUL i olanjut olen Buna.ti/d‘;é (%)

1) S.\!,",h P e
maal 11 diat Bl e | 2
g:nlm dan syzu'a't—syaf.a;kagt,’hms tempat p%togg}q
t‘c-:rna.k oleh Dinas Petern . .
lama O (1ima) tahun sekali g,
n

o diberikan S€
ks berlakunya ha

s mengajukan P¢

bis, 3 (tiga) bulan g

rmohonan 1ijin bary,

pasal 6

: i KS tongan Ternak, Pemeri
Biaya Pemeriksaan dan Pemo " neriksa-
(1) axll ga,ging dan pemekalan pumah Pemotongan dikenakan

pembayaran sebagai perikut :

pPemotongan Ternak, Pemeriksy

a. Biaya Pemeriksaan dan
an Rumah Pemotongan Umum :

an Daging dan Pemakai

1. Seekor lembu, kerbau dan Kuda Rp. 3.000,00

9. Seekor kambing dan domba Rp. 450,00

3. Seekor babi Rp. 4.500,00

b. Biaya Pemeriksaan dan Pemotongan Ternak, Pe-
meriksaan Daging diluar Pemotongan Umum

1. Seekor lembu, kerbau dan. kuda Rp. 3.000,0

2. Seckor kambing dan domba Rp. 450,00

3. Seekor babi Rp. 4.500,00

~(2) Biaya Pemeriksaan yang “dilakukan diluar Tempat

Iﬂ‘iﬂ;mc/mgan Umum kecuali untuk keperlual upacar
dlsm adat. terzebrt Pasal O Peraturad Daer 1ntl) :
Pasgf;p}ng biaya tersebut ayat (1) huruf 2 daf

to;gindlttambah biaya perjalanan sampal -1hk;1)5;
bemo n ternak yang lan ' ima ol€
tigas sebagai berikut % ERie e
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

~
b

~

a. Seekor lembu, kebay dan kuda Rp. 1.000.00

b. Seekor kambing dan domba Rp 195 ’rr

p. 29,00

c. Seckor babi Rp. 1.250,00
1 c = o~ " 17 3 s d

§§?U}jpfnﬁﬂpa?&n yang ditetapkan berdasarkan zvat

(1 :gbqw N1 dan ayat (3) pacal 7 Peraturan Da-
erah ini merupakan hasil I

: pendapatan  daerah vang
harus disetor ke Kas Daerah. e

Pasal 7

Barang siapa memasukkan daging kedalam Dzerzh
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo harus membawz
surat Kketerangan dari Juru Periksa Daging ditempat
ternak dipotong.

Daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini, harus dengan segera dibawa kerumah pemctongan
untuk diadakan pemeriksaan kembali (Herkeuring).

Untuk -Pemeriksaan daging dimaksud dalam ayat (2)
Pasal ini dikenakan biaya pemeriksaan ulangan tiap-—
tiap 1 kg daging sebesar Rp. 100,00 (Seratus nupizh)

Pasal 8

Ijin tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini
tidak boleh dilimpahkan pada orang lain.

Apabila orang yang mempunyai ijin meninggal dunig maka
masih berlaku selama 3 (tiga) bulan untuk kepenting
an ahli warisnya.

Apabila ijin diberikan kepada Badan Hukum, maka mulai

pada saat Badan Hukum tersebut kehilangan hak hukum-
nya, ijin itu menjadi tidak berlaku lagi.
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Pasal 9

ah Daerah dapal memberi i,ii_r.l memotong
{1uar Tempat Pemotongan lhmnp, apabila Pemot o
‘}1 ;11 lw,r’lukan untuk memenuhi upacara-upacarg a
31‘[1:1 atau perkawinan, ternak yang F’-!‘-Fm dipotan,’
hm'us diperiksa 1lebih dahu]'.u o.l.ehv. juru
daging vang diminta datang ditempat itu.

(1) pemerint

=
L X
» o &5

(2) Pemeriksaan dan Pemotongan Ternak, Pemeriksg,
~ paging untuk memenuhi upacara-upacara - agama/, dat
tidak dikenakan biaya retribusi sebagaimang dimak..

sud Pasal 6 ayat (1) a dan b.

BAB {V

CARA PEMOTONGAN TERNAK, MENJUAL DAGING,
TEMPAT-TEMPAT PEMOTONGAN UMUM DAN
LINGKUNGAN PEMOTONGAN

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah dapat Hhénga,ngkat atau menunjuk

Seorang Pegawai yang Xkhusus ..diserahi pekerjaan
memotong ternak.

(2) Jika tidak diadakan pegawai seperti dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini, maka yang menajalnkan pemotongan

aQalah pemilik ternak yang bersangkutan atau yang
disuruh plehnya.

(2) Pemotongan ternak harus dilakukan -dengan memotong
%)ehernya dan khusus untuk babi dengan menusuk pem-
uluh darah yang besar pada lehernya. |

759 A
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(1

- (2)

(1)

(2)

(3)

Semuaorang yang bekerja pad

Pasal 11

’ . a Lempat pemotongan dan
penjualan daging harus berpakaian hersih dan sehat .
Bagl mereka yang menderita penyakit menul

. 1o —
Juka y ar, luka

\ [rﬂ“gl tiqu yertLuan dengan baik tidak diper-
Fipan\an bekerja ditempat tersebut ayat (1) Pasal
Ttk : ‘

Pasal 12

Tempat penyimpanan daging harus mudah dimesuki
udara.

Mejafmeja untuk menaruh daging harus dilapisi seng
bagaian atasnya atau yang dibuat dari bahan yang
tidak dapat menghisap air dan mudah dibersihkan.

Gantungan pengait daging terbuat dari logam yang

harus-selalu bersih.

Pasal 13

Pengangkutan daging harus dilakukan dengan alat pe-
ngangkut yang dibagian dalamnya dilapisi dengan seng
atau dalam keadaan yang tertutup baik.

Pasal 14

(1) Tempat-tempat pemotongan dan penjualan daging demi-

(2)

kian juga segaola alat-alat yang dipergunakan pada
pemotongan dan penjualan daging harus selalu dalam
keadaan bersih. | '

Selama waktu penjualan, penyimpanan dagingnya harug
selalu ditutup supaya tidak terkena sinar matahari

“Secara langsung, air hujan, debu, dihinggapi lalat

atau terpengaruh oleh lain sebab yang dapat meng-
akibatkan mengurangi nilai daging.
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dalam dagine

. 14 JJ'TT '. ; ¥
TS K ;!i-l e ' 211 e i il
191 1A 18! Arng i1 | (%7 ) i 1 I TR ikea
l i1t | = = 3 {
caell MO 1RY . e f'ﬂ"!!]!'lh : ae 7 r
(1 Jaas L e 1 NERA ' ' Hia WLe T
o R A BY Aaa Ty
dag 1 K

(1)

(3)

) Dag Nk VANE ter

Pagal 15

nvata tidak Daik untuk dim

tka n e
nahkan " bat
1= vaals

Aimita dan dim

R—— an memusnahkan  iajg s
Yang herhak menyita d h F’-E.lwni

a Y i v ) L% &l ’
g sehagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daergp,
vang seb T
inl.
5) Untuk daging yang disita dan dimusnahkan g,

diberikan penggantian kerugian.

Pasal 16

Pemerintah Daerah —menetapkan — jarak  lingkungap
pemotongan untuk masihg-masing tempat pemotongan
umum dengan radius 5 (1ima) Km.

) Dilarang dalam lingkungan tersebut ayat (1) Pasal

ini memotong ternak diluar tempat pemotongan umum
vang ada didalam lingkungan itu.

Dari larangan tersebut dalam ayat (2) Pasal ini
dikecualikan :

a. Menotong ternak yang dimaksud dalam Pasal 9 dan
21 dari Peraturan Daerah inij

by Memotong ternak karena tempat pemotongan umil
Pl cnnail wemotong teiunk itu.

?J larang emasukkan daging ke dalam 1ingkunga!
PEOtongan kecuali .

4. Pemerilc.
Pemery 1ksaan ul.ang;

Scanned with CamScanner



”,' i1 J ! » ¢ . p
b. DAging yang akan dipergunakan

1 1
miah beratnva ¢ a0 ¥ )
”_,-‘ Lidel) !.’-!H” :"1

sendiri yang ju-

Pasal 17

(1) Kewajiban untuk mengurus temnat remetenean o
pemeriksaan  ternak i “, ; 1'(."1”"'” pEmotongan  dan
Foeean ernarx  dan daging dalam |ingkungan
}.11- ~. L;Jll (]'1,“&.‘5(15 £an kep;]_d;l_ SF‘:(J}",Z”';E,; i[”-'.j rjﬂ:r'j',fj_'i,;;_
daging (Keeur Master), |
(2) Untuk membantu Juru Periksa daging dan hila perlu

untuk mewakilinya dapat ditetapkan pambantu—pem—

bantu Juru Periksa daging. -

(3) Bupati Kepala Daerah menetapkan peraturan tentang
penguasaan, Pemeliharaan dan pemakaian tempat-tem-
pat pemotongan umum,

Pasal 18

(1) Apabila pada waktu pemeriksaan oleh Juru Periksa
daging sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Dae-
erah ini ternyata tersangka ternak yang diperiksa
menderits peuyakit hewan menular menurut pengertian
lndang-undang, maka Juru Periksa daging tersebut
sar us selekas mungkin melaporkannya pada Dinas
Peiernskan.

(2) Pemberian ijin untuk memoteong ternak yang menderita
atau disangka menderita sakit sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini ditunda.

(3) Demikian juga pemberian ijin untuk Pemotongan ter-
na¥ yang amat lelah barus ditunda.

Pasal 19

(1) Bilamana Juru Periksa daging telah memberikan ijin
untuk memotong baik didalam maupun diluar Pemotong-
an Hmm maka Pemotongan harvs segera dilaksanakan.
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(2) Apabila {jin telah diberikan tetapl  tidak HOpa,
' di laksanakan maka pemotongan qunm. cdapat di.‘ju_'.;mk““"
sesudah diadakan pemeriksaan Lagl dan dapat | ll‘n

baru.
Pasal 20

(1) Sesudah pemotongan dikerjakan dagingnya harug
diperiksa.

(2) Juru Periksa daging berhak un tuk mengadakan potong
an-potongan dalam bagianfbagian daging yang d;]‘a.ng;
gapnya perlu untuk diperiksa.

(3) Bagian-bagian daging yang telah diperiksa dan dj.-
nyatakan baik, diberi tanda dengan cap, untuk cap
da n warna tinta yang dipergunakan, yang tidak
menga ndung racun akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati Kepala Daerah. |

(4) Bagian-bagian daging yang dianggap tidak baik harus
musnahkan.

| (5) Dilarang menjual daging yang tidak memakai tanda
cap sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

Pasal 21

(1) Ternak dalam keadaan luar biasa, umpamanya kaki
patah, sakit keras, luka berat diperbolehkan dipo-
tong diluar pemotongan umum.

(2) Dalam keadaan tersebut seperti ayat (1) pasal ini
dlbel-:‘ritahukan secepat mungkin kepada  Juru - Periksa
dagingoleh yang mempunyai ternak bahwa ia akan memo-
tong ternak-ternak itu dan kemudian Juru Periksa
daging harus segera mendatangi tempat dimana pemotong
an itu dolaksanakan. ’

(3) Sedapa’g mungkin harus ditunggu kedatangan Juru Perik-

~Sa daging sebelum pemotongan dilakukan.
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(1)

(1)

(2)

ALy

PELAKSANAAN , PEMGAWAL Al DAN VENY 11514 hK

Parn | 9y

Palalsnnnan Pevaturan e
Dinne Patornnleo Kb te
hinre jo.

ih i1 dieerutivan ye 287
M Dincral | inghat, 11 il

R e
Pongawasan  Lorhadap  pelakemnaan Poraturan mserah
inl - dismerahkan kepuda Kepa)a Insspeshtorat,  Wilayan
dan Kepala Bagian Hukum, I

Untuk pelaksanaan dan  pengawasmsn Versturan Dacrah
inl diberilkan h]ﬂ,y?l, ONGrasiongl Yang l’)f:r’;'ii,f'ﬂ‘/f:, ) §
tetapkan dengan Keputusan Hupat, i Kesprs,) o, sl Az
ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan  1xlania
Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Sukoharjo.

Pasal 23

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang
bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pega-
wai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Da-
erah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan
perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pe-
gawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dinukbud ayat

(1) Pasal ini berwenang: -

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditemat
kejadian dan melakukan pemeriksaan;
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- I

a9

h.

Mrnynrnh

goseorang tersangka dgp

y tanda pengenal jpq l'ur\r.__
e,

h(*]’ll!"lﬂ' i

puatanya dan nx\mm'l.ks.

-":"[]’-‘li:l;
Lt ,(--ll ’11:[111]] 5
RQ( 1\' I{ll]\l1-11 ] A

g " L8 - llml]](‘)'t:[ (J L .q(}s(."()l [ll IE,I‘ .

Anan ﬂll S L3
Memangg atau saksi;

sebagai tersangka
orang ahli yang diperlukan g,

pemeriksaan perkara; lay

Mendatangkan
hubungan nya denga

1 penghentian penyidikan setelah ey
g:;iid;];iun ﬁu{ dari penyidlk Polisi Negara Repu
blik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup buktj
atau peristiwa tersebut _bukar_l, merupajkan tindak
pidana atau penyidikan d.lh?l’ltlka,r.] (.ieml hukum dan
selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Repy-
blik Indonesia memberitahukan hal tersebut ke

penuntut umum atau keluarganya;
Mengadakan .tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertahggung jawabkan.
BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8
ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini,
diancan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulal

atau denda sebanyak-banyak i uluh
Fbu rupiah) . yaknya Rp. 50.000,00 (lima p
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BAB VI1
PENUTUOP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah
sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 14 Sep-
tember 1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1956 (tambah-
an Seri C Nomor : 68) beserta perubahannya dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah
kari Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan
nya Galam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
sushiarjo

Sukoharjo, 29 desember 1990

PEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH BUPATT KFPALA DAFRAH TINGKAT IT
KABUPAIFN DAERAH TINGRAT II i,
SUKOHARJO
I{]J ] LTAJ
ttd ‘ ttd
DJOKO WALUJO; BA =~ ‘Drs. SETYAWAN SADONO
259
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"DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 25 Pebruari 1991 No. 188.3/62/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
‘Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 3 Tanggal 20 Maret 1991 Seri B No.

SEKRETARIS WITAYAH / DAERAH
ttd

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518

2593

s e
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